
t g,\rA

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR I? TAHUN 2O2A

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA

OPERASIONAL BAGI PIMPiNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2O2O

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa1 9 Peraturan Menteri
Daiam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasionai, Besaran Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD serta Dana Operasional Bagi Pimpinan DPRD perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional
gagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo
Tahun Anggaran 2O2O;

Mengingat : 1". Undang-Undang Nomor 7 Dtt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dilingkungan Daerah Propinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
bg,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lO92);

2. Undang-Undang Nomor l-7 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861;

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2A11 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A1.L Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Ind.onesia Nomor 5234\ sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2oL9 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1"2 Tahun ZALI tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2aD Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang...



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AL4 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 42
Tahun 2OL4 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2AL4 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI4 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5650);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
55S7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5BB7);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A17 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2\fi Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197l';

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Z}tg Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 6322j;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ked.ua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2OLL Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
B0 Tahu n 2A15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ol9 Nomor l57l;

15. Peraturan...

7.

8.

9.
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Al7 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor fi67\;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang

Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);

17. Perat,rran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2oL7 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah

Kabupaten Karo Tahun 2afi Nomor 04, Tambahan l,embaran

Daerah KabuPaten Karo Nomor 03);
l-8. Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo {Berita Daerah

Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN

KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA

DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2A2O.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
t. Daerah adalah KabuPaten Karo.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalarn sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meminpin

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah Otonom.
4. Bupati adalah BuPati Karo.

5. Dewan Perwakilan RallYat

selanjutnya disingkat dengan
Daerah KabuPaten Karo Yang

DPRD adalah Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah.
Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan

ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Karo'

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan

Anggota DPRD KabuPaten Karo.

6.

7.

8. Anggaran...



B.

9.

10.

11.

t2.

(1)

(2)

(1)
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah

untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah
yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar
penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif,
Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

Tunjangan komunikasi Insentif adalah uang yang diberikan
setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD

dan Anggota DPRD.
Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap
melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO

adaiah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD

untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan

representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan
pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil DPRD.

BAB II
KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran

2O2A termasuk dalam Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Sedang.

BAB III
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN

RESES, DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 3

Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk
peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Besaran tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota

DPRD adalah sebesar 5 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 10.500.000,-
(Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Tunjangan reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

setiap melaksanakan reses.

Besaran tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD adalah

sebesar 5 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima

ratus ribu rupiah).

Pasal 5 ...



Pasal 5

DO Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua dan
wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang
berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain
guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua
DPRD sehari-hari.
Besaran DO Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut:
a. Ketua DPRD sebesar 4 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 8.400.000,-

(Delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
b. Wakil Ketua sebesar 2,5 x Rp. 1.680.000,- = RP.4.200.000,-

(Empat juta dua ratus ribu rupiah).
(3) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dilakukan

setiap bulan dengan ketentuan:
a. SAoh (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk

semua biaya atau disebut lumpsum dan pertanggungiawaban
penggunaan DO dibuktikan dengan laporan penggunaan DO;

dan
b. 21a/o (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya

dan pertanggungjawaban penggunaarl DO disertai dengan
bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2O20.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangarl
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal e? APrtu 2O2A

di Kabanjahe
zB aprtu 2A2A

AERAH KABUPATEN KARO,

ELIN PURBA

(1)

{2)

Diundangkan
pada tanggal

TERKELIN BRAHMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2O2O NOMOR I7


